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Femberian otonomi kepeda docrah pada dasarnva meripakan upeva pemberdavagn daeral dalam
ratgka pengelola pembangunan di doeralma Namn dalon pelaksanaonve maxih belum aptimal
warkzupin yecara Konseptugl pentmgiva otonomi dagrali dalan rangka peniberdavaan daveah sudall
disadart olels selurnds komponen bangsa. Untick memberdaykan daerali, setidakma ada niga paradignma
pemberdavaan vang perln disepakati aleh semn pilik dalam rongka mewnudkan miomon daerall vang
wvata waknt pertama, Peniberdavaan dalam kornteks tervorial ikewidavahan), kedua, Pemberdavaan
dalam konteks struktur (tata) pemicrintahan: Ketiga, Femberdavaan dalam konteks kemasvarakatan, di
wiciia safu soma fan saling ferkan Pemberdaveon dacral rendabie dimnlas sejak dari proses
perencanagrarve, aehinggs perescanoan pembangnnan doerah dalam perspektit otonomi doeral
difuarapkan mamgu mondarong ekyistens snam doorol dalam menghadapi era glohal desigan ietap
masrgeriim bonghan pringg-provap global vang dewasa s tedeh mengadi "rend” dalam sistem penataon

perraristialian

Selenrgga perevcononn daeral bevar-benur dopat menjadi laondason vang kuay dan

berkualitas hagl terlok sairanva piroxes pepi bangunar di doeroh,

A. Pemberdayvaan Daerah Dengun
Desentralisasi (Otonomi Daerah)

Berbagai macam pemikiran tentang
penvelenggaran sitem pemennlahan dasrah
di Indonecsia melalui otonomi daerah
(desentralisasi). sebenarmya bukan merupa-
kan pemikiran baru. Bahkan para pendahulu
kita sudah mengemukakan hal iersebu
dalam UUD 1945 vang menjadi konstitusi
ncgarm Republik Indonesia Ini berar
konsen terhadap pentingnya pembenan
olonomu kepada daerah sudah terpikirkan
sgjak lama. vakmi sejak Republik ini berdin
MNamun dalam perkembangannya selama ini,
implemeniasi olonomi  masili tersendal-
sendal sehingga belum menampakan hasil
vang optimal,

Ketka em reformasi bergulir pada
penengahan 1997 vang lalu, dan mencapai
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khimaks dengan jatuhmva rezim onde baru di
bawall kepemimpinan presiden Soshano
pada bulan Me 1998, tuntutan untuk
diberlakukannva otonomi daerah secara
lebih Juas, kembali menjadi marak  dan
berkembang hampir di setiap lapisan
masvarakat, batk di tngkat elit pusat maupun
didacrah

Pembenan otonomi kepada dasrah
pada dasarmya merupakan upava pember-
davaan daerah dalam rmngka mengelola peim-
bangunan di daeratmva. Krealivieas, inovasi.
dan kemandinan diharapkan akan dinulik
oleh setiap dacrah, sehingga dapal
mengurangi hingkat ketergantungannya
kepada pemenmiab pusal. Dan vang lebih
penting adalah bahwa dengan adanya
olonomi dacrah, kualitas pelavanan vang
dilakukan oleh pemerintah kepada
masy arakatnva akan meningkat Baik
pelayanan vang sifatnya langsung dibenkan
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kepada masyarakat maupun pelavanan vang
tidak langsung diberikan. seperti pembuatan
dan pembangunan fasilitas-fasilitas umum
dan fasilitas sosial lainnya.

Selama ini pembangunan vang
dilaksanakan. baik oleh pemenmtah pusat
maupun pemerintah daerah, belum
mencermin-kan lingkal pemberdavaan
dacrah secara optimal.  Pembangunan yvang
dilaksanakan terkadang tidak sesuai atau
tidak seialan dengan kebutuhan masyarakat
vang scbenamya. Meskipun hal tni tidak
bisa digenemlisasi seralus persen. namun
dalam kenyataanyang dirasakan masyarakat
belum dilibatkan dalam proses pemba-
ngunan secara optimal, tenmasuk dalam
Proses peren-canaanmnya.

Mekanisme dan prosedur peren-
canaan yang ada, cenderung hanya scbagai
bentuk formalitas, karena pada aklumya
keputusan vang diambil sepenuhnva
ditetapkan olch pemerintah. vang seringkali
berbeda dengan apa yang sudah disepakati
dalam suatu musyawarah vang melibatkan
niasyarakat

Kondisi seperti ini tidak hanya
dialami olch masyarakat daerah 1etapi jugn
dimlami oleh pemecnntah daerah sendin
ketika harus berhadapan dengan
kepentingan-kepentimgan peme-rintah pusat.
Schingga muansa Jop down masih lebih
domingn dibandingkan dengan borrom up
PHanning-tva,

Menyvadan penungnya desen-
iralisast dalam proses pembangunan di
dierah mestinva tidak hanva diwujudkan
dalam bentuk formal kebiaksanaan saja.
sepertt adanva mekanisme musbangdes,
UDKP. sampai dengan Rakorbang,
melainkan lebih dan i, adalah bagaimana
mewujudkannva secam  optunal,  melalu

falaran implementasi  yang sebenarmya.
Sudah cukup banvak  konsep-konscp
kebijak-sanaan dan upava-upava yang
dilakukan untuk mewujudkan otonomi dan
desentralisi dalam sistem pemeniniahan di
Indonesta, namun hasilnya selalu tdak lebih
dani "pemanfaatan" sumber daya dacrah
untuk membangun sentra-sentra  pemba-
ngunan dan pertumbuhan di daerah-dacrah
tertentu saja (Jakana Jawa, dan Bali),
schingga udnk ada pemerataan  pemba-
nguran vang berari, vang dapat dirasakan
oleh daerab-daemah lain (di luar Jawa)
Balikan ironisnya lagi justeru banvak dacrah
patensial di luar Jawa, tapi tetap terbelakang

Tataran implementasi otlonomi
daerah harus lebih beronentasi pada upava
"pemberdavaan” daerah. bila dilihat dalam
konteks kewilayaban (teritorial), sedangkan
bila dilihat dan struktur fata pemerintahan,
berupa pemberdayvaan pemenntah dacrah
dalam mengelola sumber-sumber dava vang
dimilikinva dengan tetap berpegang  pada
prinsip-prnsip kesatuan bangsa dan negara.
kemudian dalam kenteks kema-syarakatan,
pemberdayaan yang diupayakan harus lebih
beronentasi pada pemberdayaan masvarakat
di masing-masing dacrah, schingga mercka
bisa lebih berpartisipasi dalam pemba-
ngunan. khususnya di daerahnva sendiri
sesual dengan potensi dan kemampuan
masing-masing yang dimiliki dan
dikuasaimva. i sinilah peran pemerintah
menjadi fakior vang sangat penting untuk
mewnjudkanma,

Dengan demikian setidaknva ada
tiga paradigma pemberdayaan yang perlu
disepakati oleh sermua pihak dalam rangka
mewwjudkan olonomi daemh vang nyata,
vaknm: pertama. Pemberdavaan dalam
konteks teritarial  fkewilavahan). kedua,
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Pemberdayaan dalam konteks soruktur frafa)
pemerintahan, Ketiga, Pemberdavaan
dalam  konteks  kemasvaraketar Kese-
muanya ini harus dilaksanakan dalam proses
dan pola yang berurutan, saling terkait,
sehingee merupakan mate rantal (sohalar
chain) yang tidak terputus, dengan nilai-nilai
vanig diterapkan berupa paradigma
pemberdavaan bukan peman-faatan

Banyak sisi keuntungan (advantage
Jactors) yang dapat diperoleh dari penerapan
desen-tralisasi dalam tata pemerinighan ini.
Bahkan hampir sebagian besar kaum pemikir
politik, administrasi, manajemen, sosio-lagi,
dan sebagainya, vang meyakini tentang sisi-
sisi positif ini. Terutama para pemikir yang
datang dari lingkungan kowm liberal,
kapitalis, dan demokratis. Namun dari
kelangan sosialispun, pada dasarnva
menvadari perlunyva sebush desentralisasi,
paling tidak dalam lingkup organisesi, vang
bila meminjam istilah Riant Nugroho
(20001 disebut dengan desentralizasi
fungsional.  la sendini membagi desen-
tralisasi  menjadi  desentralisasi rerirarial
{(kewilayafign) dan deseniralisasi fungsional.

Beberapa keuntungan yang dapat
diraih dengan diterapkannya sistem
desentralisasi, sebagaimana dikemukakan
oleh David Osborne dan Ted Gaebler
(1999), antara lain adalah:

Pertama, Lembaga vang terdesen-
tralisasi jauh lebih fleksibel daripada yang
tersentralisasi.  Lembaga tersebut dapat
memberl respon dengan cepat terhadap
lingkungan dan kebutuhan pelanggan.

Kedua, Lembaga vang terdesen-
wraslisasi jauh lebih efektif daripada yang
tersentralisasi. Para pegawai vang bernda di
lini depan (front liners) vang paling dekat
dengan masalah dan peluang. dan mereka

as

ichibh twhu apa vang sebenamya terjadi,
sehingeaja akan cepat mengambil keputusan
vang diperlukan

Ketiga, Lembaga yang terdesen-
tratisasi jauh lebih inovatif daripada vang
tersentralisasi. Inovasi biasanyatidak teriadi
karena seseorang vang berada pada pucuk
pimpinan.  Tapi justery inovasi sering
muncul dari gagasan vang haik dari pegawai
vang benar-benar melaksanakan pekerjaan
dan berhu-bungan dengan pelanggan, Inilah
vang ditemukan oleh para pakar politik dari
Harvard's Kennedy School of Government
dalam penelitiannya.

Keem pat, Lembags yang terdesen-
tralisasi menghasilkan semangat kerja vang
lebih tinggi, lebih banyak Komitmien dan
lebih besar produktivitasnya. Pemberi-an
kepercayaan kepada pegawal untuk
mengambil Keputusan yang penting dalam
tugasnya dapat menjadi motivasi  bagi
merekd, sehingga akan berpengarub ter-
hadap tingkat produktivitas kerjanyva

Bile melibat konsep yang dikemu-
kakan oleh Osborne dan Gaebler 1ersebut,
memang lebih banvak dan terfokus pada
organisasi-organisasi  bismis, namun  dar
konsep-konsep vang diambil dari
pengalaman-pengalaman praktis para
profesional bisnis tersebut kita mengambil
prinsip=prinsip umiversalnya vang dolam hal-
hal tertentu dapar dikembangkan pula dalam
orzanisasi publik,
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B. Perspektif Perencanaan Pemba-
ngunan Daerah Dalam Sistem
Otonomi

Perencanaan pembangunan dasrah
dalan konteks manajemen pembangunan
merupakan fungsi pertama yang harus
dilakukan. Sebagai fungsi vang pertama
berarti 12 memilkiki peran penting vang
¢ukup fundamental, karena ia akan menjadi
dasar pijakan bagi pelaksanaan fungsi-fungsi
berikutnya. Oleh karenanys dapat dikatakan
bahwa berhasil ridaknva proses
pembangunan daerah, akan sangat fergan-
tung pada sejaub-mana kualitas perencanaan
dapat dijadikan sebagai dasar pijakan yang
kuat dan berkualitas aleh tahapan berikutnya,
vaitu tahap pelaksanaan. Tentunya i bukan
berarti bahwa fungsi-fungsi vang lainnva
tidak penting, melainkan bahwa bila
fondasinya kuat, moka akan mempengaruhi
terhadap kekuaton dan kualitas pilar-pilar
manajemen pembangunan lain-nya.  Dan
secard keseluruhan ini merupakan suatu
sistemn vang saling terkait, saling mempenga-
ruhi dan saling mendukung bagj terciptanya
pembangunan yang sfektifdan efisien.

Berangkat dari pemikiran tersebut,
timbul suatu pertanyaan, perencanasn
pembangunan daerah vang sepertl apa vang
dapat dikatakan berkualitas, kuat, dan lavak
memjadi fondasi bagi pelaksanaan funosi-
fungsi berikutmya?

Perencanasn pembangunan dacrah
dalam perspektif otonomi dasrah vang
dikarapkan mampu mendorong eksistensi
suntis deeroh dalam menghadupi era global,
perlu memiliki landasan vang kuat dengan
mempertimbangkan prinsip-prinsip global
vang dewasa ini telah menjadi “rend” dalam

sistem penataan pemerintahaan. Meskipun
kita tidak bisa mengadopsi seratus persen
konsep-konsep global yang berkemhbang,
tetapi pada tataran tertentu hal itu perlu
menjadi perhatian bila kita ingin tetap eksis
dalam percaturan dunia. Namun tidak kalzh
pentingnva yang juga harus tetap dipegang
teguh adalah kultur/budaya masyarakat kita
vang secara substansial memiliki kekhasan
karakier vang perlu dipertahankan dan tidak
biza dikerbankan begitu saja. Oleh karena
itu maka perencanaan pembangunan daerah
yang dikembangkan harus memiliki prinsip-
prinsip ke-Indonesiaan dengan tetap
memperhatikan perkembangan global,
Prinsip-prinsip tersebutantara lain adalah.

1. Perencanaan pembangunan daersh harus
memilik landasan filosofis vang kuat dan
mengakar dalam wujud kulturbudaya
ma-syarakat vang ada di daerah. Budaya
vang diangkat tentunya budava vang
memiliki kekuatan untuk menjadi dasar
unggulan [(advantage -enlture) Bagi
pelak-sanaan pembangunan,

Perencanaan pembangunan daerah hars
bersifat komprehensif, holistik atau me-
nyeluruh, sehingga mampu membangun
aspek-aspek  vang ada menjadi satu
kesaruan dalam pembangunan. Proses
berpikir sistemik  (sysremic  thinking)
perlu dikembangkan, baik sistem yang
terdriri dari aspek-aspek pembangunan,
maupun sistem yang meliputi aktor-aktor
pem-bangunan vang berdasarkan pilar
good governaince meliputi pemeriniah,
swasta, den masvarakar, UNDP (]997)
dalam sebuah konferensi yang dispon-
sorinya mengemukakan bahwa "Gover-
Hance can be seen as the exerclse af
authority o manage all aspects of a

1d
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cauntey’s affairs at all levels in all
spheres (public, private, civie)",
Kemudian dikemukakannya pula bahwa
dalom kepemerintehan (povernance)
meliputi banyak hal vang perlu diperha-
tikan. Tercermin dari pernyatagnnya
bahwa "Governance comprises ithe
mechanisms, process, and  irstitutions
through which collective decisions arg
made and imple-mented, citizens,
groups, and commumities pursie their
Vixiames, ﬂf'“E‘HfﬂfE' l'hfir 1nferasts,
exercise their legal rights. meer thelr
obligations and mediate their
differences”.

Perencanaan pembangunan daerah harus
mengakomodasikan keadaan struktur
ruang (spatial) dari wilayah perencana-
annya, seperti pusal perkotaan, pedesaan,
dazrah terisolir (himteriand), pusat-pusat
pertumbuhan (growth pole), distribus
air, listrik. dan sebagainya, Ishanders
(1993) mengemukaken bahwa
"Bagaimanapun perencanaan regional
perlu memahami struktur (spatial)
intern-— Terlepasnva kaitan dimensi
wilavah antar tingkat perencanaan akan
menimbulkan kesan negatif’.  Dari
pernyataan inl  sebenarnya terkandung
unsur koordinasi antar sckior, antar
daerah’ wilayah, antar pusat dan daerah,
Terkait dengan no. 3, bahwa perencanaan
pembangunan daerah harue bersifar
menyokong/memperkuat perencanaan
pembangunan secara nasional
(substituare for national plaming).
Maksudnys adalah bahwa perencanaan
pembangunan daerah harus dilaksana-
kan secars harmonis dan mendukung
bagi proses pembangunan secara
nasional dengan tetap berlandaskan pada

i

otonomi daerah di

kekuatan, potensi, dan kebutuhan daerah
ite sendiri, Di sini sebenarnya
mengoambarkan bahiwa perencanaan
pembangunan  daerah pada desamva
merupakan bagian integral dam
perencanaan pembangupan secarn
nasional. Dan mi berani pembangunan
daeral harus dapat dijadikan sebagal
bahan masukan (impu) bagl perumusan
PEFEI‘IEBHHEII‘I. pemhangunan secara
nasional. Milaj-nilai botiom yp planming
menjadi sasaran pelaksanaannya.
Perencanaan pembangunan daerah harus
mengeambarkan tentang arah
kebijaksanaan kemana daerah akan
dibawa, apa vang akan dilakukan, dan
bagaimana tahapan-tahapannya
Dengan kata lain perencanaan pem-
bangunan daerah harus mencerminkan
visk, misi. tujuan, dan sasaran vang ingin
diwujudkan di dasersh tersebul. Terme-
guk dalam hal ini adalah mengenai
indikator-indikator makre wvang akan
dijadikan sebagai tolok ukur dar tingkat
keberhasilan pasca implementasinya.
Oleh karenanya perencanaan pemba-
ngunan dacrah harus benar-benar digali
berdasarkan potensi, kondisi ruang
{spatial condition) dari daerah tersebur.

Otonomi Daerah Di Indonesin: Das
Sollen Und Das Sein

Tepat di awal tahun 2001, gong
Indonesia kembali

dibunyikan. Meskipun sudah jauh-jauh hari
masalah otonomi daerah ini disosialisasikan,

‘baik fangsung oleh pemerintah maupun

melalui konsep-konsep pemikiran pama
pengamal dan pakar pemerintahan dalam
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dickusi, seminar, atau lokakarva namun
tampaknya masih belum ada kesepahaman
vang bulat tentang  hakekat otonomi dacrah
itu sendiri. Oleh karena itu tidaklah hemn
apabila sampai saat i masih ada dua
komponen masvarakal vang saling berbeda
[n satu pihak merasa optimis dengan
pelnksanaan otopomi daerah ind, karena
dipandang sudah cukup aspiratif dan
didukung oleh hampir selurub daerah
maupun komponen vang ada, di pihak lain
masih merasa pesimis. karena didasarkan
kepada beberapa faktor vang sclama imi
selalu menjadli momok dalam masyarakat
kita. vakni inkonsisiensi dalam menerapkan
suam kebyaksanaan

Pada dasamva oto-nomi daerah di
Indonesia bukanlah merupakan konsep baru,
karena sejak berdinnya republik ini. otonomi
daerah sudah menjadi bahan pemikiran para
“founding farhers’ kita. Hal ind terbukit
dengan dituangkannyva masalah otonomi
dacrah dalam UUD 1945, sckaligns juga
dengan adanva berbagai UU vang
memndaklamutinya. sejak 1958 lungga
tahun 1999 vang [alu.

Akan 1etapi dalam setiap
implementasinva. sclama i kite tidak
permah mampu melaksanakan otonomi
daerah secara nyata. paling tidak sesua
dengan permturan perundangan vang ada,
Fiol ind tidak lain kaena selama i pulalalh
konsep otonomi dacrah selalu dintervens:
oleh pemahaman-pemahan polink vang
cendenung mengabatkan noma dan hakekal
otonomi iy sendin.  Schingpa adanya
kebijaksanaan otonomi daerah  hanvalah
dijadikan sebagai "topeng” vang digunakan
antuk menutupi gava sentralistik vang
diterapkan.  Akibatnya. otonomi daerah vang
"ditcrapkan® selama ini hanyalah menjadi

alat politik penguasa untuk melegitima-sikan
kekuasaan sentralis-tiknya atas daerah-
daerah, Sesuatu yang sebenamya tidak perlu
dilakukan. Dan pengalaman-pengalaman
itulah tampaknya vang mendominasi
pemikiran-pemikiran vang cenderung
merasa pesimis dengan pelaksanaan otonormi
dagrah dewasaini.

Terlepas dan sikap pesimis dan
optimis vang berkembang di dalam
masyarakat. mungkin ada satu hal yang perlu
kita renungkan dan jalankan saat ini. yakmi
harus memulal untuk mengambil pelajaran
dan penpalaman-pengalaman masa lalu
Terulama mengenal apa schenamya vang
menjadi hakekat otonomi dan apa yang
menjadi oricntasi dan pencrapannya
tersebul.

Untuk melakukan hal tersebut. ada
beberapa permasalahan vang perlu kita
pahami secara mendalam agar pelaksanaan
otononu daerab benar-benar terwujud dan
tidak hanya memadi "lips serviee” belaka
Pertama, kit hanis memalarmi benar bahwa
otonont daerah adalah merupakan suat
sistem pemerintahan dalam sisiem
ketatancgarsan sccara wiuh,  Ini berami
balhwa otoncmi daerah merupakan sub
sistem dalam sistem ketatanegarmaan, dan
merupakan sistem vang utuh dalam
pemerintahan Dalam konteks ini
terkandung sumiu pemabaman balwa scluas
apapun otononn daemh diterapkan, pada
prakteknyva tetap tidak akan terlepas dan
kerangha sisiem pemen niahan dalam Negam
Kesatuan Republik Indonesia. Oleh Karena
ftw. sangatlah ndak berdasar apabila
pererapan otonomi dacrah justru dipandang
sebagai penvchab munculnya disintegras
bangsa. Kalaupun hal itu tegadi. dapat
dipastikan ada vang salah dalam penerapan
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dan pemahamanmya, bukan pada sisiemnyva

Kedua, periu dipahami pula balwa
untuk dapat melaksanakan otonomi dacrah
secara balk dan benar, diperiukan adanya
"palineal will" (kemauan politik) dan semua
pihak. baik pemenntah, masvarakat, maupun
pemerintah daetah.  Kemamuan politik ini
sangal penting, Karenma divakini dapal
mempersatukan berbagai kepentingan vang
berbeda ke dalam suaty wadah pemalaman
ving beronemasi pada sualy tujuan. vakni
membangun negara Indoneste melalu
pemberdavasn daerah secary optimal demi
terwujudnmia masvarakal adil dan sejahtera,
Dengan kemavan politik in diharapkan
pemikiran-pemikian parsial. primordial.
rasial (ermosentris) dan sikap-sikap spratisoe
dapat terbendung, bahkan dapat
diakomodasikan secama optimal memadi
suaty kekuatan vang besar bagi proses
pembangunan,

Ketiga, diperlukan adanya
"komitmen" bersama untuk melaksanakan
otonomi dacrah sesual dengan aluran yang
berlaku guna mencapai suatu tujuan yang
diharapkan. Hal ini sangat terkait denpan
"polinical will” tadi. vang tentunya
memerlukan dukunpan berupa komitmen
vang unggi dan berbagai pihak vang
berkepentingan. Dalam konicks imi. adanva
upava vang clegan dan berbagai pihak untuk
melaksamnakan olonomi dacrali dibarengi
upaya-upaya evaloasi guna perbaikan-
perbaikan atas kekurangan darn
kebijaksanaan yang ada saat itu.  Jadi
hendaklah kebijaksanaan-kebijaksanaannya
tersebut dibuat fleksibel namun tetap
mengarah pada satu tujuan yang sama.

Belajar dari Pengalaman
Untuk yang kesekian kalinya gema
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olonomi dacrah didengungkan di bumi
pertiwi ini  Namun szlama itu pulalah kita
selalu gapal dalam menempkanmva.  Oleh
karena itv merupakan langkal vang
bijaksana apabiia saat ini. kala kita akan
mencoba menermpkan sistem olonomi daerah
dengan kebijaksanaan vang bam (UL No 22
Talun 1999). kita belajar (mengevaluasi)
dan pengalaman inasalaly.

Otoncmm dacrmh scbenamya sudah
lahir di bumi ini jauh sebelum Republik i
berdin (pra kemerdekaan). Dalam kualitas
leriemu. otonomi dacrah sudal mulai
diberlakukan sgjak pemenntalin kolonial
Belanda menguasai negeri ini. Ketika VOC
menverahkankekunsaan atas Hindia Belandn
{Indonesia) kepada kerajaan Belanda, benih-
bemih sisiem otomomi daerah sudah
ditanamkan, vakm: dengan meomberikan
kekuasaan kepads soaiu badan di kerfaan
Belanda vang disebut Koad van Aziatiséhe

zittingen en Etablissenten. untuk
mengurus daerah koloninya di Asia,
termasuk Indoncsia,

Dalam perkembangannyva, pada
talun 1922 sebagaimana diungkapkan oleh
Syvahda Guruh LS, dalam bukunya
"Memmbang Otonomi Dacrali VS Federal”
2000). bahwa terjadi perubahan besar-
besaran dalam sistem pemenntahan daerah
berdasarkan "Wet op de Bestourshenvonming'
6 Februarl 1922, Pada masa ilu. sistem
pemenmtahan di Hindia Belanda (khosusnva
di Jawa dan Madura), telah dibentuk
provinsi-provinsi seperti West Java. Midden
Java, dan Oosi Java, yang di dalammya terdin
dan daerah-daerah Regentschap (kabupaten)
yang otonom.  Sedangkan di luar P Jawa,
dibentuk pemenniahan Sumaters, Bomeo,
dan Grote Oost (Timur Besar) yvang
kemudian menjadi daerah otanom, '
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Ketika Republik ini mulai berdiri
(pasca kemerdekaan) pemikiran tentang
sistem pemerintahan daerabh vang otonom
juga sudah dikembangkan. Hal tersebut
dapat dilihat dari pernyataan yang
dikemukakan oleh Raden Pandji Suroso,
seperti dikurip oleh Svahda Guruh LS, bahwa
"Daerah-daerah wvang sebelum negara
kesatuan terbentuk, sama menunjukkan
keinginannya untuk mendapat otonomi yang
teratur baik, harus segera diberi otonomi itu,
..."(hal 103).

Di samping i, produk-produk
hukum yang dikeluarkan oleh pemerintah
pada saat itu, juga menunjukkan bahwa
otonomi daerah sudah menjadi pemikiran
para pendiri negara Kita. Mulai dari UL No.
| mhun 1945 yang walaupun masih bersifat
umum (general) tapi sudah mulai
mencantumkan masalah sistem
pemerintahan vang otonom.  Sedangkan
peraturan vang dapar dikatakan lebih spesifik
mengatur tentang pokok-pokok
pemerintahan daerah, dapat dilihat dalam UL
No. | Tahun 1957, dan UL No. |8 Tahun
1965, Sedangkan pada masda pemerintahan
Orde Baru, peraturan perundangan No. 3
Tahun 1974, yang kemudian diubah menjadi
ULl No. 22 Tahun 1999 oleh pemerintahan
orde reformasi, di masa Habibie,

Terlepas dari masalah "masih
setengah hatinya" pemerintah untuk
memberikan otonomi kepada daerah, baik
sejak Orde Lama, Orde Baru, sampai dengan
pemerinizhan saat ini, pada dasamya secam
substansial sistem otonomi daerah dalam
pemerintahan di Indonesia. sudah dipandang
sehagai suatu Kebutuhun, terutama apabila
dilihat dari sisi geografis dan |uasnya
wilayah yang menjadi tanggung jowab
pemerintah Indonesia.  Namun dalam

perjalanannya, implementasi dari
kebijaksanaan-kebijaksanaan lentang
otonomi daerah terscbut, selalu tidak bisa
berjalan mulus karena dalam penerapannya,
selalu terdistorsi oleh kepentingan-
kepentingan politik penguasa vang
cenderung sentralistik dan otoriter.
Kecenderungan tersebut sangat
dimungkinkan disebabkan oleh beberapa
faktor seperti sifat konstitusi negara yang
pemah berlaku, Khususnya ULUD 1945,
sangat memberikan peluang bagi terciptanya
pemerintahan yang sentralistik dan
otoritarian. Faktor lain adalah karena adanya
kepentingan-kepentingan politik penguasa
dalam upaya mempertahankan

Jkekuasasnnya secara absolut dan cenderung

mempolitisir penerapan otonomi  daerah
sebagai proyek politik mercusuar yang penuh
dengan ketidakjelasan, Masih segar dalam
ingatan kita, ketika pemerintzh Soeharto
mencanangkan sistemn percontohan di 26
daerah tingkat 1 untuk melaksanakan
ptonomi daerah berdasarkan UL No. 5 Tahun
1974, Sarweno Kusumastmadja vang pada
waktil itu menjabar sebagai Menteri KLH,
mengomentarinya dengan nada pesimis dan
cukup keras, bahwa schaitknya proyek itu
jangan -diteruskan, Karema hanya akan
menjadi proyek yang percuma dan
pemborosan saja.  Tapi pemerintah @tap
jalan dengan proveknya vang ternyata pada
akhirnya, apa vang dikemukakan oleh
Sarwono ity menjadi kenyataan dan bahkan
sampal saat ini tidak jelas juntrungan dan
hasilnya.

Petigalaman Orde lama di bawah
Sockamo dengan demokrasi pimpinnyva
dan Orde baru di bawah Soeharto dengan
Demokrasi Pancasilanya, hanyalah
merupakan salah satu bukti nyata dari sistem
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pemenntahan yang sentmlisis dan otoniter
vang sangal mempengaruhi dan mendistorsi
pelaksanaan sisiem olonomi dacmh

Scementara ilu. pada era
pemenmahan pasca Orde baru (Orde
reformasi ) di bawah pemenniahan Habibic,
gugatan vang menuniut pembenan otonomi
vang luas kepada dacrah, kembali
dilontarkan oleh berbagai kalangan.
masvarakal. pemenntall dperah, serta
orsospal-orsospol vang ada  Tuntutan vang
begitu deras tersebut. direspons olch
pemerintatan Habibie dengan mengeluarkan
kebijaksanaan baru lenlang pemenmahan
dacrah, yaitu UU No. 22 tabun 1999, bahkan
di tkuti dengan kebijaksanann vang sclama
ini belum pernah dibuat, vaity UU No. 235
tahun 1999, temang penmbangan keuangan
amara pusal dan dacmah.  Berdasarkan
kebijaksanaan vang baru tersebut,
disebutkan bahwa efektif pelaksanaan
otonomi daerah adalah dua ahun scjak
dikeluarkan, dan pemeriniah Gus Dur
menetapkan penerapannva mulay | Januar
2001.

Meskipun aspirasi tentang olonomi
daeral vang luas sudah berupava diakomodir
oleh pemerintah Habibie pada saat iw,
namun sikap ambivalensi pemenntal tnasih
tetap kuat tercermin dalam kebijaksanaan
vang baru tersebut.  Di salu pihak.
pemerintah memang sudah memiliki
"political will” untuk memberikan otonomi
secara lebih luas. tapi di sisi lain. pemerintah
tetap berupava mengendalikan dan mengatur
daerah secara kuat pula  Sikap ambivalensi
itusangat kelihatan terutama pada pasal 7 UU
tersebul, vang menyatakan adanya
kewenangan lain di samping lima
kewenangan vang ditctapkan, seperti
kewenangan di bidang luar negeri. hukum

1

(pengadilan), kevangan dan moneter. agama
serta pertabanan dan keamanan.  Sementarm
ilu, pemyabaran dan kewenangan lain
lersebut, lermyata masih cukup luas, strategis
dan potensial sebagai sumber keuangan.
vang scbenarmva sangal diperlukan oleh
daerah uniuk membiaval pemenmahannoyva
Itu hanya dilihat dan satu sisi. vaitu
kenangan, belum lag sisi-sisi lainnya yang
memungkinkan pemerintah  pusat untuk
mengendalikan daerah secam kual. seperti
adanya kewcnangan pemenntah untuk
mencabut hak otonomi yvang telah
diberikannva Kadaan 1n1 pada
kenvataannva, telah menimbulkan sikap
pesimis dari pars pakar politik dan
pemerintahan vang memandang bahwa
pemerintalh masih "setengah han"
membenkan olonomunva kepada daerah
Sikap iu barangkali sangat beralasan
terutama apabila dilihat kepada pengalaman
masa lalu dan apabila menyimak substansi
UU Ne. 22 iwahun 1999, yang masih
memberikan peluang untuk didistorsi oleh
kepentingan penguasa  Karenanva, jika
sikap setengah hati dan pemenintah ity tidak
terkendali idak menutup kemungkinan akan
terjadi kegapalan vang kesekian kalinya bag
sejarah pemenniahan daerah di Indonesia.
Secam obyekul. semua pihak pasti
tidak menginginkan kegagalan 1w terjad:
Pengalaman masa pemerintahan Orde lama
dan Orde baru hendaknva dijadikan
cerminan bagi para pelaksana otonami. baik
pemenmnitah pusat maupun daerah. Orientasi
politik, hendaknva diarahkan pada upava
untuk membangun bangsa dan negara
melalui pemberdavaan daerah (otonomi)
Ambisi kekuasaan yang melehibi batas
kewajaran seria  pemahaman-pemahaman
konvensional vang fanatik hendaknyva
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dihindarkan, Mulailah berpikir obyekiir
untuk kemaslahatan bangsa dan negara,
bukan untuk kemaslahatan sekelompok
golongan.

(Martomi dan karapannya

Secara definitif, pengertian otono-
mi daerah sudah sangat dikenal. Secarn
umum, otonomi decrah dapat dikatakan
sebagai hak untuk mengatur dan mengurus
rumah tangganya sendiri. Sedangkan secara
etimologis, otonomi vang berasul dari bahasa
Yunani, vaitu oufonomas, diartikan sebagai
pengaturan sendiri/keputusan sendiri {zeff
rufing). Pemahaman terhadap arti otonomi,
sebenamys tidaklah hanva merupakan hak
sgja, melainkan juga terkandung makna
kewajiban yang harus dijalankan. Hal ini
memang sudah ditvangkan pula dalam
penjelasan UL No. 5 Tehun 1974 dan
dipahami pula bahwa hak dan kewaiiban
seyogyanya selalu berjalan seiring dan
seimbang, MWamun vang jadi permasalahan
adaluh sampai sejauh mana pemahaman
terhadap hak dan kewajiban tersebut
diimplementasikan di lapangan?

Ctonomi yang luas sebenamya
merupakan pengéjawantahan darl makna
desentralisasi secara utuh.  Desentralisasi
secara sederhana dapar diartikan sebagai
‘penverahan wewenang” yang implemen-
wsmya hares diiingl dengan penverahan
sumber-sumber dava yang diperlukan untuk
melaksanakan wewenang tersebut termasuk
juga mengenal tanggung jawabnya.
Sedangkan bentuk atau tipe deseniralisasi
tersebut, secora teori Mimmherg (1983),
sebagaimana dikutip oleh Ginanjar (1999)
membedakannya dalam tiga tipe, vaitu
deseniralisasi vertikal (vertical decentrali-
zation), vakni desentralisasi yvang diberikan

secara hierarkhial dari atas ke bawah (rop
down) dalam suatu struktur organisasi,
Kemudian desentralisasi horisontal
(harizontal decemtralization), vyakni
pendelegasian dari suatu unit dalam sebuah
organisesi Kepade unit lain yang setingkat.
Dan wvang terkahir adalah dispersal
(pemindahan/pelimpahan), yakni
pelimpahan wewenang dari organisasi/umii
yang lebih tinggi kepada unit-unit lainnya
sebagal kepanjangan tangan. Konsep yang
terkahir ini, dalam sistem kita mendekati
konsep dekonsentrasi.

Apapun konsep yang dikembang-
kan dalam upava memahami otonomi daerah,
pada akhimya letap akan bermuara pada satu
pemahaman vang menjadi hakekat olomomi
itu sendiri, Pada hakekatnya, otonomi
diarshkan pada upaya untuk meningkatkan
kesejahteraan masvaraker melalu
pemberdnyaan daerah secara optimal,

Pemberdayaan daerah sendiri dapat
diartikan secara luas, vang dampaknya
diharapkan dapat® terwujud dalam bentuk
pemerataan pembangunan vang barkeadilan,
peningkatan lapangan kerja. peningkatan
pendapatan perkapita masyarakat,
terdistribusikannya jumlah penduduk secara
merata. dan adanva optimalisasi
pemanfaatan sumber daya yang ada,
sehingga (ujuan nasional sebagaimana
tertuang dalam pembukaan UUD 1945 dapat
tercapai.

Memang tidak mudah untuk dapat
mewujudkan semuanya itu.  Tetapi tidak
berarti kita ridak bisa mencapainya. Sebagai
modal dasar vang berupa sumber daya alam
(SDA) dan sumber dava manusia (SDM)
yang ada, sbenarmya kita akan mampu
melaksanakan otenomi daernh dengan baik.
Namun tentunya, fakior-faktor yang selama
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i menjadi sumber kegagalan harus benar-
benar diwaspadai Semingal otonomi
dacmh vang tumbuli sekarang schagai bagian
dari agenda reformasi. hendaknva udak
didistorsi oleh kepentingan-kepentingan
palitik kelompok vang sckianan.

Kelemahan-kelemahan yang ada
dalam kebijaksanaan selama ini (UU No, 22
Tahun 1999). hendakmva ndak dijadikan
justifikasi (pembenaran) penguasa untuk
mengekang pelaksanann olonomi daemh
Begitu pula situasi dan kondisi vang ada saat
i janganlah dyadikan sebagai kescmpatan
untuk menumpahkan rasa enphona politk
maupun olonomi dacrab. melainkan
jadikanlah scbagai langkal mwal uniuk
melakukan perbaikan-perbaikan atas
kekurangan selmma i

Apabila kina melakukan instrospek-
si din dengan melibal berbagar pengalaman
masa lalu dan apa vang sedang tcgadi saat
ini. tampaknya vang lebih penting didakukan
di Indonesia dewasa ini bukanlah samata-
mata bagaimana menciptakan sistem vang
lerbaik dan sesuai dengan kularbudava
bangsa. melainkan bagaimana kita memiliki
dan menerapkan komitmen yang utnggl
dalam melaksanakan pembangunan dengan
imegritas moral serla upava-upava kems
untuk mewujudkan masyarakal bangsa vang
scjahicra

Komitmen. imegritas. dan upaya-
upava keras ini, hendaknva dijadikan sebagai
suatu mlal vang harus dipepang teguh dan
ditunjukkan oleh para pemimpin bangsa. di
pusat maupun di dasrah.  Dalam kondisi
ideal memang kurang bijaksana apabila hal
tersebut hanva ditujukan kepada para
pemimpin saja, karena seyogyanya hali itu
menjadi tanggung jawab dan pela bersama
vang harus dimiliki dan diterapkan olch
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seluruly masvarakal. Namuon dalam kasus
Indonesia, khosusmya bila melihat kulwor
masvarakal bangsa, sumber permasalahan
vang sehenarmva lebil tergantung kepada
lingkat pemimpinnya  Masvarakal pada
dasarnva cenderung bersifal pasif. artinva
sangal dipengaruhi oleh nilai=-nilai
keteladanan yang diperlihatkan dan
diprakiekan oleh para pemimpinnya.
Pemimpin dalam bhal im adalah meliputi
kelompok-kelompok  elit (suprastrukiir),
baik secara formal maupun informal. vang
ada di lingkungan eksckulil dengan jajaran
birokmsinya, legislanf dengan unsur-unsur
partainya, Yudikatif dengan jajaran aparat
hukum di bawahnya, seria aparat-aparml
pemenitahan lamnya:

Untuk sekedar contel padn em
olonom daerah saat ind. masyarakal
cenderung . pasif. (dak bersaksi secara
berlebihan baik dalam bentuk tumutan
maupun dukungan. Tuntutan dan dukungan
vang diarhkan untuk melaksanakan proses
ownomi dacrah binsanva diperakkan dleh
kelompok-kelompok lerientu yvang secara
chonorms dan polins memliki kepentingan
Ketika pemerintahan daerah ribui
mempermnasalahkan kewenangan, tuniulan
untuk memilika kewenangan vang luas
memjadi trend dengan mengatasnamakan
kebutuhan mky at daerabh. ketika kewenangan
sudall diperolehnva vang dilakukan adalah
membangun kromi, menempatkan arang-
orangnva, schingga kelembagaan vang ada
hamya dijadikan sebagai upava untuk
memperoleh dana vang lebih besar dan
pemeriniah pusat melalm DAU-nmva. Di
pibak lain DPRD rbut berebut pengaruh,
bukan bagaimana carmnya mempenuangkan
nasib rakvat melalui proscs pembangunan
vang berkeadilan di dacrahnva melainkan
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bagaimana memperbaiki taraf hidup
pribadinya. bagaimana berkompromi untuk
memperoleh fasilitas negara, dan apa sajn
yang harus diperolehnya selama menjadi
anggota dewan.,  Tugas-tugas pokok
kedewanan hanyalah menjadi aktivitas
formalitas yang berlangsung secara nutin dari
wakty ke waktu, Miskin ide, miskin gapasan
yang progresifl dan inovatif. Menaikkan
PAD cukup dengan meningkatkan pajak dan
restribusi, tidak berupaya mengpali potensi
daersh secara eksploratif. Tuntutan terhadap
kenaikan gaji angzota selalu menjadi lebih
penting dibandingkan bagaimana
mengakomodir tuntutan rakyat.

Pada era reformasi i, sudah sela-
vaknya memanfaatkan peluang vang sudab
diperoleh daerah untuk membangun
duerahnya secara mandiri melalui penerapan
otonomi daerah, dapat dilaksanakan secara
proporsional dan profesional.  Janganiah
kesempatan inj dijadikan sebagca:
kesempatan aji mumpung, di mana elit-¢lit
datrab berlomba-lomba membangun kroni
dan kerajaan kecil dengan mengatasnamakan
rakvat'daerah melalui kewenangan vang
dimilikinya, sehingga vang muncu! bukan
keberhosilan dalam mengelola daerah
melainkan hanya mengembangkan kualitas
dan kuantitas KKN didaerah.

Pemerintah daerah dan
suprastruktur daerah lainnva harus
memikirkan bagaimana kita memulai
membangun deerah dan menggali potensi
daerah 1anpa harus membebani masyarakat.
Di sisi laan harus pula difahami bahwa dalam
membangun wilayah/daerah dengan sistem
otonomi daerah ada beberapa konschuensi
vang perlu disadari bersama, seperti:

1. Mempertimbangkan kemampuan,
kondisi. dan perkembangan daerah

secaracermat dan hati-hati;

. Memperhatikan pengaruh

lingkungan, baik yang bersifat
intemal maupun eksternal dari setiap
upayapembangunan;

Tidak menyebabkan kesenjangan
sosial maupun kesenjangan sntar
daerah. Dalam hal ini peran
pemerintah pusat harus mampu
menjadi penengah (wasit) vang baik;

. Perlu adanya proporsi yang tepal

datam distribusi dukungan fasilitas
untuk aktivitas pemerniahan  dan
pembangunan sesuni dengan tingkar
perkembangannva.  Ini terutama
berkaitan dengan masalah subsidi
amu sumbangan pemeriniah pusal
kepada dasrah-daemh otonom;

. Perlunya keseimbangan dalam

struktur pengambilan keputusan, baik
dalam hubungan pemerintuh daerah
dengan pusat. daerah dengan daerah,
maupun daerah dengan
masvarakasnya,  Keputusan dan
kebijaksanaan vang tepat, cepal,
terbuka (tranparan) serfa terjamin
keabsahan dan akseptabilitasnva.

. Adanya kerangka yang jelas

mengenal konsep pembangunan
secara nasional dengan konsep
pembangunan di setiap daerah
otonom. Hubungan keordinasi tidak
terbatas hanva masaloh koordinasi
dan pembinaan, tapi harus mampu
menunjukkan apa yang diperiukan
daerah dan bagaimana kontribusinya
terhadap pernbangunan nasional.

+ Dalam hubungannya dengan point 6,

berarti harus ada konsep
pembangunan daerah yang aspiratif,
baik terhadap masyarakatnya maupun
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maupun aspirauil terhadap
kepentingan nasional

. Hambatan-Hambatan Dalam
Perencanaan Pembangunan Daerah

Beberapa hal vang  selama i
sering menjadi kendala dalom  proses
perencanaan pembangunan daerah secara
item dapar dibagt menjaci tige macam
kendala, vaire political threaument rkendala
politis): Socio-economic threatmen
fkendala  sosio-ekonomii; dan Cultural
threatment (kendala budave kuler).

Political threatment (kendole
poiins) merupakan kendala vang disebabkan
oleh adanva kepentingan-kepentingan
politik yang mendompleng pada substans:
perencanaan pembangunan  Kendala ing
merupakan kendala vang cukup sulit untuk
dilundari. karena biasamva datang dar
adanva tank menarik kepentingan antar elu
politk dan clit penguasa (birokrasi) vang
memiliki kekuatan (power) dalam mempe-
ngaruhi kebijaksanaan pemenntah. i
negama-negara berkembang, kendala ini
bolch dikatakan cukup dominan. sehingga
cara mengatasinyapun tidak mudah.
Sebenarnyva cara vang efcktil unmtuk
mengatasi kendala ima lebih (ergantung
kepada ringkat integritas moral yang dimilik
oleh kelompok elit tersebul.  Kemudian
adanva sistem yang lebih terbuka dan
mendorong bagi terciptanva kondisi
masyarakal vang krius, 1efbuka. berkemam-
puan sehingga memiliki keberdayvaan untuk
melakukan kontrol terhadap pemerintah dan
clit politkmya. Di samping itu tingkat
partisipasi masyarakatpun dapat menjadi

Uy
A

alternatif’ vang diperlukan umuk meminima-
lisir kendala tersebul.

Kondisi Sosio-ekonomi mesvamka
Jjuga menjadi kendala vang dapai
mempengaruhi terhadap perencanaan
pemba-ngunan daerah.  Kondisi sosio-
chonomi biasanya mencerminkan kemam-
puan finansial daesrah  Padahal masalah
finansial bagaimanapun juga memiliki peran
penting untuk dapat menimuskan perencana-
an yang baik. Hasil perencanaan harus
dilaksanakan/iimplementasikan dan pada
tahap pelaksanaan imlah dukungan dana
vang memadai sangal dibutuhkan Olch
karemanva wajar bila kekumtan ekonomi
masyvarakal dacrah juga memadi fakior
penting bagi terlaksananya pembangunan
Riant Nugrohe (2000) menjadikan kehvatan
ckonomi dacmb ini sebagm syaral bag
leriaksananyva otonomi daeralt

selanjuimva Budava/fultar vang
dianut olch masyarakat juga bisa menjadi
fakior penghambal bagi proses perencanaan
pembangupan.  Apabila kullur ini udak
diberdayakan dan diarahkan ke amah vang
positif secara optimal akan sangal
mempengaruhi terhadap hasil-hasi|
perencanaan bahkan bisa sampai pada tahap
implementasinya.  Nilai-mlai budava
primordialisme. parochialisme. etnosentris.
patron=glient vang cenderung masih melekat
dalam kehsdupan bangsa Indonesia. harus
dikendalikan dengan baik dan diarahkan
memadi faktor pendukung pemba-ngunan
Sehingga pembangunan dilaksanakan
dengan nilai-milai posinf yang religius,
lenggang rasa, gotong rovong. dan
sebagainya.  Janganlah pembangunan
dimanfaatkan sebagai alat politik atau alat
kekuasaan untuk meraith kepentingan-
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kepentingan tertentu dari kelompok tertentu,
melainkan harus diarahkan pada nilai-nilai
kebanpgsaan vang lebih luas dengan
menumbuhkan tasa memiliki yang
diimbangi dengan sifar dan rasa tanggung
jawab yang lebih berskala nasional
{nasionalisme).

Mewujudkan hal-hal positif dalam
‘proses pembangunan wilayah/daerah vang
dimulai sejak dari proses perencanaannya,
dapat menjadi tantangan tersendiri bagi
bangsa Indonesia atau bahkan bagi negara-
negara berkembang pada amumnya.
Mengkaji kasus di Indonesia, bila dilihat
secara koseptual, teknik. dan strategi atau
carn yang dikembangkan pada umumnya
relatif baik. Tapi ketika diterapkan pada
fahapan implementasinya ternyara sefalu
dignggap gagal. Dan bila hal ini terus
dibiarkan maka dapat dipastikan bahwa
bangsa dan negara ini tidak akan pemah bisa
melepaskan dirinva dari kegagalan demi
kegagalan, yang rimbul dari lingkaran gelap
iblack cycle) suam sistem. Keberhasilan
yang diperoleh terkesan menjadi
keberhasilan semu ibarat fatamorgana vang
tidak bisa jadi kenvataan. Oleh karena itu
dalam konteks ini diperiukan komitmen dan
konsistensi terhadap apa wvang sudah
direncanakan dan menerapakannva dengan
penuhrasatangsung jawaly,

Sehubungan dengan hal tersebut,
perlu diperha-tikan beberapa alternatif dalam
upaya menuju masyvarakat vang adil dan
makmur sebagaimana dituangkan dalam
mukadimah UUD 1945 sebagai konstitusi
negara, agar dapat diwujudkan menjadi suatu
kenyataan yang hakiki, Beberapa alternatif
tersebutantara lain mehputi:

. Meiaksanakan proses pembangunan

bangsa dan negara hendaknya dimulai
dari lingkungan pembangunan daerah
vang didasari oleh nilai-nilai budaya
masyarakat daerah dalam konteks
masyarakat negara. Sistem
desentralisasi harus benar-benar
diterapkan dengan filosofi demokratis,
partisipatif, dan proporsional di mana
pembangunan di daerah harus
disesuaikan dengan kemampuan daerah
itu sendiri. Jangan dipaksa-kan untuk
meraih suatu keberhasilan sekaligus
tanpa mempertimbangkan kemampuan
dan potensi serta kondisi lingkungan
vang dimiliki, Dalam hal ini harus mulai
dipertimb-angkan sejak dari proses
perencanaan yangmatang.

Dalam proses desentralisasi yang
demokratis dan pamisipatif, diperlukan
dukungan yang kuat dari sumber daya
daerah terutama dari sisi kualitasnya,
Lebih spesifik lagi, dalam hal ini adalah
kualitas sumber daya manusianya.
Kualitas di sini, tidak sekedar
kemampuan dan keahlian saja baik dan
segi  konseptual maupun praktis,
melainkan juga kualitas dalam integritas,
moral. dan komitmennya. Terlebih lagl
kualitas dari para pemimpinnva. Tanpa
hal mi, sebaik apapun sistem vang ada
honya akan menjadi hinsan dokumen
pembangunan dan simbol-simbol
keteraturan yang demokratis partisipati’
tapi tidak permah terimplementasikan
dengan baik

. Konsistensi terhadap hasil-hasil

perencanaan yang sudah disepakan
bersama harus dijaga dan dipelihara oleh
semua pihak. Diperlukan adanya law
enforcement (penegakkan hukum)
terhadap bentuk-bentuk pelangpgaran
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sckecil apapun tanpa pandang bulu
Peran aparat Iukum. el politik dan elit
birokrasi menjadi faktor utama dalam
penegakkan i, Masvamkat pada
prinsipnya akan mengikuhi meskipun
kecenderungan uniuk mencari
celah/peluang pelangearn selaly ada
Tapi bila ketegasan dan konsistensi tetap
dipelihara, maka kecenderungan itu
akandapal diatasi

4. Memberikan peluang dan kescmpatan
vang samn kepada seluruh homponen
masvarakal untuk ihul berpartisipasi
dalam proses pembangunan. menjadi
fakwor lain vang dapal mempengaruhi
derajal keberhasilan pembangunan
Rasa keadilan masyarahal larus benar-
benanr dijapa dan ditumbubkan secara
opumal. karena timbulnya lal-hal vang
akan menjad: kendala dalam
pembangumnan biasanyva legadi karena
adanva kendakseimbangan atas rasa
keadilan vang berkembang di dalam
masyarakat,

3. Adamva filosofi vang dikembangkan
dalam pembangunan, yaitu bahwa
membangun dacrah adalah membangun
masyarakal, oleh karena itu [okus
pembangunan ditetapkan pada
pemberdavaan masvarakal secarn
optmal dan proporsional,
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